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Otonomi daerah di Indonesiatelah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Untuk itulah pemerintah daerah harus
memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan PAD
sebaga wujud nyata otonomi. Investasi adalah jawaban mendasar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun apayang terjadi di |apangan sangat berbeda dengan konsep tentang otonomi daerah, dengan dalih
peningkatan PAD justru banyak Pemerintah Daerah melakukan kebijakan yang anti investasi. Meskipun
banyak daerah banyak mengeluarkan kebijakan yang "anti investasi”, tetapi ada daerah yang justru
memberlakukan kebijakan yang "pro investasi. Yaitu :Kebijakan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen.

Landasan hukum Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) adalah Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen. Dalam menjalankan
tugas dan fungsinya KPT memerlukan pelimpahan kewenangan dari 'instansi terkait dalam bidang perizinan.
Pelimpahan kewenangan ini yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2005. Ada 52
Jenis Perizinan yang menjadi kewenangan KPT. Hasil yang diperoleh Setelah Berdirinya KPT, Investasi
mengalami kenaikan menjadi 61,3 persen. Tahun 2002 sebanyak Rp. 592 miliar, tahun 2003 sebesar Rp. 703
miliar, tahun 2004 mencapai Rp. 926 miliar, dan tahun 2005 menjadi Rp. 955 miliar.
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